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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai 

strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa 

Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang 2024. Maka dapat ditarik 

kesimpulan di antaranya sebagai berikut: 

1. Beberapa strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur 

jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang 2024 

a. Pendekatan Strategi Organisasi 

 

Kepala desa memiliki peran kunci dalam mengkoordinasikan pembangunan 

desa. Penetapan pelaksana pembangunan mengikuti peraturan dan pedoman 

yang ada. Kepala desa memilih pelaksana yang kompeten dan berasal dari 

dalam desa untuk memudahkan pengawasan. Perencanaan kerja melibatkan 

diskusi menyeluruh mengenai lokasi, pembiayaan, dan tenaga kerja. 

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui musyawarah dan 

penggunaan baliho untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi 

masyarakat. 

b. Pendekatan Strategi Program: 

Program pembangunan desa disusun sesuai dengan peraturan dan pedoman 

RPJM. Tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia. Masyarakat 

dilibatkan dalam proses perencanaan melalui diskusi dan musyawarah formal. 

Prioritas utama adalah pembangunan akses jalan dan infrastruktur jalan secara 

logis dan sistematis untuk mengatasi masalah yang paling mendesak di desa. 

c. Pendekatan Strategi Pendukung Sumber Daya: 
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Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk strategi 

sumber daya. Pemerintah desa melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam 

penyusunan rencana pembangunan untuk meningkatkan keterampilan dan 

motivasi mereka. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlibat dalam 

pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Tantangan termasuk 

pemberitahuan dan pemahaman masyarakat tentang peran BPD. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan 

infrastruktur jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten 

Malang 2024 

a. Faktor Pendukung Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa: 

Partisipasi dan dukungan aktif dari masyarakat dalam pembangunan 

infrastruktur. Pendanaan yang mencukupi dari APBD untuk melaksanakan 

pembangunan. Regulasi yang mendukung yang memungkinkan desa untuk 

mengelola daerahnya dengan lebih mudah. 

b. Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa: 

Pengawasan dan pemantauan pembangunan yang belum optimal. Kondisi cuaca 

dan medan yang sulit yang menyulitkan proses pembangunan dan 

memperpanjang waktu pelaksanaan proyek. Kenaikan harga bahan material

pembangunan yang tidak terduga menyebabkan biaya pembangunan 

melebihi perkiraan semula. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini. adapun saran yang dapat diberikan 

oleh penelitian diantaranya sebagai berikut: 

1) Diharapkan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. 

2) Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pengawasandan 

pemantaun dari pembangunan infrastruktur desa. 

3) Diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih tranpsaran terkait 

pelaksanaan pada pembangunan infrastruktur di desa. 
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